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ABSTRAK

Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) sering dianggap ilegal karena tidak
sesuai dengan visi kota yang mengutamakan aspek 3k, yaitu kebersihan, keindahan
dan ketertiban kota. Pedagang kaki lima masih menempati fasilitas umum seperti
jalan raya, trotoar, halte dan tempat umum lainnya. Tentu saja hal ini menghalangi
pemerintah untuk mewujudkan visinya tentang kota yang bersih, indah dan tertata
rapi. Namun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai pkl seringkali
merugikan PKL, karena PKL merasa peraturan tidak pantas, tidak adil, bahkan dapat
merugikan PKL.

Dalam mengetahui Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan
Hulu Nomor 2 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima Di
Kecamatan Rambah dan juga supaya mengetahui Hambatan Dalam Implementasi
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2022 Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang
Ketertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Rambah perlu
dilakukan penelitian yang lebih mendalam sehingga penulis memilih judul skripsi ini.

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah Sosiologis Empiris
dengan cara survei, artinya penelitian langsung dilaksanakan dilapangan dengan
menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner dan wawancara kepada
responden.

Sehinnga penulis mendapatkan hasil dari Implementasi Peraturan Daerah
(Perda) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum
terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Rambah belum berjalan secara
maksimal. Hal ini disebabkan masih banyak ditemui di daerah Kabupaten Rokan
Hulu PKL yang berjualan tidak ditempat yang disediakan dengan alasan padat dengan
kegiatan perdagangan lainnya dan sepinya pembeli.

Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima, Ketertiban Umum, PKL.
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ABSTRACT

The activities of street vendors (PKL) are often considered illegal because
they are not in accordance with the city's vision which prioritizes the 3k aspects,
namely cleanliness, beauty and comfort of the city. Street vendors still occupy public
facilities such as roads, sidewalks, bus stops and other public places. Of course this
prevents the government from realizing its vision of a clean, beautiful and well-
organized city. However, policies issued by the government regarding street vendors
are often detrimental to street vendors, because street vendors feel that regulations
are inappropriate, unfair, and can even harm street vendors.

In knowing the Implementation of Regional Regulation of Rokan Hulu
Regency Number 2 of 2019 Concerning Public Order Against Street Vendors in
Rambah District and also to know Obstacles in the Implementation of Regional
Regulation of Rokan Hulu Regency Number 2 of 2019 concerning Public Order
towards Street Vendors in Rambah District, it is necessary to do more in-depth
research so that the writer chose the title of this thesis.

The research approach that the author uses is Sociological Empirical by way
of a survey, meaning that research is carried out directly in the field using data
collection tools in the form of questionnaires and interviews with respondents.

So that the author gets the results from the implementation of the Rokan Hulu
Regency Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning Public Order Against
Street Vendors in Rambah District has not run optimally. This is due to the fact that
there are still many street vendors in the Rokan Hulu Regency who sell not in the
space provided for the reason that they are busy with other trading activities and
there are not enough buyers.

Keywords: Street Vendors, Public Order, PKL.

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian X



	COVER SKRIPSI

